Menimbang
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BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN 2 (DUA) KECAMATAN
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

:a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pelayanan
publik dan pemberdayaan masyarakat dipandang perlu
membentuk Kecamatan baru di Kabupaten Muara Enim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
tentang Pembentukan 2 (Dua) Kecamatan dalam Kabupaten

Muara Enim;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014



(2)

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 2 (DUA)
KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara
Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang
dipimpin oleh Camat.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
Urusan Pemerintahan, kepentimgan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



(3)

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 2 (dua) Kecamatan Baru
di daerah, yaitu :
a. Kecamatan Empat Petulai Dangku; dan
b. Kecamatan Panang Enim.

(2) Kecamatan Empat Petulai Dangku merupakan hasil pemekaran
Kecamatan Rambang Dangku.

(3) Kecamatan Panang Enim merupakan hasil pemekaran
Kecamatan Tanjung Agung.

Pasal 3

(1) Cakupan Desa dalam wilayah Kecamatan Empat Petulai Dangku,
meliputi :
a. Desa Muara Niru;
Desa Kahuripan Baru;
Desa Pangkalan Babat;
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Desa Gunung Raja;
Desa Banuayu,;

Desa Kuripan;

Desa Kuripan Selatan;
Desa Batu Raja;

i. Desa Dangku; dan

j. Desa Siku.
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(2) Pusat pemerintahan Kecamatan Empat Petulai Dangku
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Dangku.

(3) Batas wilayah Kecamatan Empat Petulai Dangku dan Kecamatan
Rambang Niru telah ditentukan titik koordinat sebagaimana
tercantum dalam peta lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Dengan dibentuknya Kecamatan Empat Petulai Dangku yang
merupakan hasil pemekaran Kecamatan Rambang Dangku maka
nama Kecamatan Rambang Dangku (induk) berubah menjadi
Kecamatan Rambang Niru.
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(3)

(1)
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(4)

Cakupan Desa dalam wilayah Kecamatan Rambang Niru,

meliputi :

Desa Tebat Agung;
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Desa Gerinam;

Desa Jemenang;
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Desa Tanjung Menang;
Desa Lubuk Raman;

Desa Gemawang;

Desa Kasih Dewa;

Desa Air Talas;

Desa Air Enau;

Desa Manunggal Makmur;

Desa Muara Emburung;
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Desa Manunggal Jaya;
Desa Suban Jeriji;
Desa Aur Duri;

Desa Air Limau; dan
Desa Air Cekdam;
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Pusat Pemerintahan Kecamatan Rambang Niru berada di Desa
Tebat Agung.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Panang Enim, maka wilayah
Kecamatan Tanjung Agung dikurangi dengan Kecamatan Panang
Enim nama Kecamatan Tanjung Agung tetap menjadi Kecamatan
Tanjung Agung.

Cakupan Desa dalam wilayah Kecamatan Panang Enim, meliputi

a. Desa Lebak Budi;

b. Desa Lambur;

c. Desa Pagar Jati;

d. Desa Tanjung Baru;
e. Desa Sukaraja;

f. Desa Pandan Dulang;
g. Desa Muara Meo;

h. Desa Sugihwaras;
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i. Desa Indramayu;

j. Desa Bedegung;

k. Desa Padang Bindu; dan
1. Desa Lubuk Nipis.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Panang Enim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Lebak Budi.

(4) Batas wilayah Kecamatan Panang Enim dan wilayah Kecamatan
Tanjung Agung telah ditentukan titik koordinat sebagaimana
tercantum dalam peta lampiran III dan IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Cakupan Desa dalam wilayah Kecamatan Tanjung Agung,
meliputi :
a. Desa Tanjung Agung;
Desa Pandan Enim;
Desa Paduraksa;
Desa Matas;
Desa Embawang;
Desa Lesung Batu;

Desa Tanjung Bulan;
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Desa Pagar Dewa;
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Desa Muara Emil;

Desa Tanjung Karangan;

e

Desa Seleman;

—

Desa Penyandingan;
m. Desa Tanjung Lalang; dan
n. Desa Pulau Panggung.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tanjung Agung berada di Desa
Tanjung Agung.

Pasal 7

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari
pembentukan 2 (dua) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Bupati sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dengan

memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
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Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN (16-140/2618),



LAMPIRAN |
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(D)
HECAMATAN DALAM KABUPATEN
MUARA ENIM
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